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Abstract 

The research at examining the influence of firm size, board of commissioners, 

such as board of commissioners size, proportion of independent commissioners, the 

commissioner president’s educational background, and the number of commissary 

chamber meeting on the environmental disclosure in manufacture companies listed in 

Indonesian Stock Exchange. 

The population of this research is all of public manufacture companies in the 

year 2008-2014 The samples of this research are 26 of public manufacture companies, 

which selected by purposive sampling method. This research data were colected from 

Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2008 until 2014 and also from each company`s 

website. 

The research using multiple regression analysis as the research method and the 

result from this research show that is no influence between commissioners size, 

proportion of independent commissioners and the commissioner president’s educational 

background with environmental disclosure, and the firm size and the number of 

commissary chamber meeting influence positive. 

 

Keywords: Firm Size, Board of Commissioners Size, Proportion of Independent 

Commissioners, The Commissioner President’s Educational Background, 

The Number of Commissary Chamber Meeting, Environmental Disclosure. 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini ditujukan untuk 

menganalisis pengaruh ukuran 

perusahaan dan dewan komisaris 

terhadap environmental disclosure di 

perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).Ukuran 

perusahaan diukur dari logaritma total 

asset perusahaanpada suatu periode 

tertentu (biasanya per tahun). Dewan 

komisaris direpresentasikan dengan 

ukuran dewan komisaris, proporsi 

dewan komisaris independen, latar 

belakang pendidikan presiden dewan 

komisaris dan jumlah rapat dewan 

komisaris.  

Environmental disclosure 

merupakan pengungkapan informasi 

yang berkaitan dengan lingkungan di 

dalam laporan tahunan perusahaan 

(Suratno et.al.,2006). Brown dan 

Deegan (1998) mengatakan 

environmental disclosure penting untuk 

dilakukan karena melalui pengungkapan 

lingkungan hidup pada laporan tahunan 

perusahaan, masyarakat dapat 

memantau aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam 

rangka memenuhi tanggungjawab 

sosialnya.   dukungan dari masyarakat. 

Permasalahan pencemaran 

lingkungan masih sering terjadi di 
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Indonesia, misalnya saja masalah PT. 

Power Steel Mandiri (PT. PSM) 

Tangerang yang mengoperasikan 

empat dari sepuluh tungku 

pembakaran baja yang belum 

mendapatkan izin Amdal dari Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten 

Tangerang yang mencemari udara 

dengan bahan B3 yaitu Bahan Beracun 

dan Berbahaya (WALHI, 2015). 

Selanjutnya pada bulan April 2017, 

WALHI mencatat sekitar 30 pabrik 

yang berada dikawasan Dayeuhkolot, 

Kabupaten Bandung, membuang 

limbah sembarangan ke aliran sungai 

Citepus selama lebih dari lima tahun 

yang lalu. Akibatnya, salah satu anak 

sungai citarum yang memiliki panjang 

sekitar 10 kilometer itu saat ini 

kondisinya memprihatinkan. Bahkan, 

kini karena tingginya pencemaran 

sungai di lokasi itu menimbulkan bau 

yang tidak sedap serta mengakibatkan 

polusi air dipemukiman warga dan 

mengakibatkan gatal-gatal. (WALHI, 

2017).  

Berdasarkan kasus di atas 

dengan mempertimbangkan peraturan 

UU yang berlaku yakni UU No. 40 

Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009 

dan UU No. 25 Tahun 2007, pada 

kenyataannya fenomena yang terjadi 

adalah perusahaan-perusahaan di 

Indonesia masih memiliki perhatian 

yang rendah terhadap masalah tanggung 

jawab sosial terutama mengenai dampak 

lingkungan dari aktivitas industrinya. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya 

perusahaan-perusahaan Indonesia yang 

mendapat sorotan negatif atas 

terbengkalainya pengelolaan 

lingkungan, kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan dan rendahnya minat 

perusahaan terhadap konversi 

lingkungan (Kurniawati, 2011).  

Hasil penelitian Yingju dan 

Abeysekera (2014) menemukan bahwa  

corporate characteristic yang 

diproksikan dengan firm size, financial 

performance, industry dan overseas 

listing berhubungan positif terhadap 

environmental disclosure. Serta 

berhubungan negatif antara 

stakeholders power yang diproksikan 

dengan government power, shareholder 

power, creditor power dan auditor 

power dengan environmental 

disclosure.Penelitian yang menguji 

keterkaitan antara corporate 

governance dengan environmental 

disclosure dilakukan oleh Yu Cong dan 

Martin Freedman (2011) dengan hasil 

terdapat hubungan positif antara 

corporate governance terhadap 

environmental disclosure. Selanjutnya 

penelitian yang menguji hubungan 

antara dewan komisaris terhadap 

environmental disclosure dilakukan 

oleh Uwuigbe et.al. (2011) dengan hasil 

terdapat korelasi negatif dengan tingkat 

signifikan 0,01 antara ukuran dewan 

komisaris terhadap tingkat 

pengungkapan lingkungan perusahaan 

diantara perusahaan yang dipilih dan 

terdapat korelasi positif dengan tingkat 

signifikan 0,01 antara komposisi dewan 

komisaris terhadap tingkat 

pengungkapan lingkungan perusahaan.  

Penelitian di Indonesia juga sudah 

banyak dilakukan antara lain oleh 

Febrina dan Ign Agung (2011) dengan 

hasil ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kebijakan pengungkapan sosial 

dan lingkungan namun variabel 

leverage, profitabilitas, ukuran dewan 

komisaris, dan kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadapkebijakan 

pengungkapan sosial dan lingkungan. 

Suhardjanto dan Miranti (2008) dengan 

hasilprofitabilitas dan tipe industri  

berpengaruh terhadap environmental 

disclosure akan tetapi size, leverage, 

cakupan operasional perusahaan, 

proporsi dewan komisaris dan latar 

belakang pendidikan dewan komisaris 

tidak berpengaruh terhadap 
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environmental disclosure.Permatasari 

(2009) dengan hasil proporsi dewan 

komisaris independen, latar belakang 

culture presiden komisaris, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap 

environmental disclosure, sedangkan 

latar belakang pendidikan, jumlah rapat 

dewan komisaris, proporsi komite audit 

independen, jumlah rapat komite audit 

dan tipe industri tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure. 

Penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Yingju 

Lu dan Abeysekera Indra (2014). 

Selanjutnya, peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Ukuran 

Perusahaan, Dewan Komisaris dan 

Environmental Disclosure”. 

 

TELAAH LITERATUR DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Agensi 

Alasan penggunaan teori agensi 

dalam penelitian ini adalah corporate 

governance berkaitan dengan 

bagaimana para pemilik (principal) 

yakin bahwa manajer (agen) akan 

memberikan keuntungan bagi mereka, 

yakin bahwa manajer (agen) tidak akan 

melakukan kecurangan-kecurangan 

yang akan merugikan para pemegang 

saham (Michael dan Johnson, 2000). 

Dengan kata lain, penerapan corporate 

governance melalui peran dewan 

komisaris diharapkan dapat menekan 

atau menurunkan biaya keagenan 

(agency cost) dan asimetri informasi 

terkait dengan praktik environmental 

disclosure. 

 

Teori Legitimasi 

Alasan penggunaan teori legitimasi 

dalam penelitian ini adalah ditinjau dari 

karakteristik perusahaan yang lebih 

relevan adalah ukuran perusahaan, 

dimana semakin besar ukuran suatu 

perusahaan maka informasi lingkungan 

yang diungkapkanpun akan semakin 

luas untuk menunjukkan legitimasi 

mereka kepada para pemangku 

kepentingan publik sebagai cara untuk 

memastikan operasi mereka 

berkesinambungan ( Yingju Lu dan 

Abeyesekera Indra (2014). 

 

Pengembangan Hipotesis 

Keterkaitan Ukuran Perusahaan 

terhadap Environmental Disclosure 

Pengembangan hipotesis pertama 

dalam penelitian ini mengacu pada 

penelitian Yingju Lu & Abeysekera 

(2014) dengan dasar teori legitimasi 

yang ditinjau dari karakteristik 

perusahaan yang lebih relevan adalah 

ukuran perusahaan, dimana semakin 

besar ukuran suatu perusahaan maka 

informasi lingkungan yang 

diungkapkanpun akan semakin luas 

untuk menunjukkan legitimasi mereka 

kepada para pemangku kepentingan 

publik sebagai cara untuk memastikan 

operasi mereka berkesinambungan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

dikembangkan hipotesis: 

H1: Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. 

Keterkaitan Ukuran Dewan 

Komisaris terhadap Environmental 

Disclosure 

Pengembangan hipotesis yang 

kedua mengacu pada penelitian Frendy 

et.al. (2011) dan Sun et.al. (2010) 

dengan dasar teori agensi. Teori ini 

menyatakan bahwa konflik kepentingan 

antara agen dan prinsipal dapat 

dikurangi dengan mekanisme 

pengawasan yang dapat menyelaraskan 

berbagai kepentingan yang ada dalam 

perusahaan (Ibrahim, 2007 dalam 

Waryanto, 2010). Mekanisme 

pengawasan yang dimaksud dalam teori 

ini dapat dilakukan dengan mekanisme 

corporate governance melalui peran 

dewan komisaris. Semakin banyak 
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jumlah dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan maka diharapkan dapat 

menekan atau menurunkan biaya 

keagenan (agency cost) terkait dengan 

praktik environmental disclosure. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

dikembangkan hipotesis: 

H2: Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. 

Keterkaitan Proporsi Komisaris 

Independen terhadap Environmental 

Disclosure 

Pengembangan hipotesis yang 

ketiga dalam penelitian ini mengacu 

pada penelitian Lin liao, et al (2014), 

Uwuigbe et.al. (2011), Choiriyah 

(2010) dan Permatasari (2009) dengan 

dasar dewan komisaris independen 

merupakan alat untuk mengawasi 

perilaku manajemen untuk 

meningkatkan pengungkapan informasi 

lingkungan dalam laporan tahunan 

perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 

1990). Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dapat dikembangkan hipotesis: 

H3: Proporsi komisaris 

independen 

berpengaruhpositifterhadap 

environmental disclosure. 

Keterkaitan Latar Belakang 

Pendidikan Presiden Komisaris 

terhadap Environmental Disclosure 

Pengembangan hipotesis keempat 

dalam penelitian ini mengacu pada 

penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) 

dan Choiriyah (2010). Dasarnya adalah 

dari sudut pandang teori agensi, latar 

belakang pendidikan presiden komisaris 

sangat penting dalam mereduce tingkat 

asimetry information antara 

management (agent)dan pemilik 

(principal). Akan lebih baik jika 

seorang presiden komisaris memiliki 

latar belakang pendidikan bisnis dan 

ekonomi karena seorang presiden 

komisaris harus memiliki kemampuan 

untuk mengelola bisnis dan mengambil 

keputusan bisnis (Bray, Howard, dan 

Golan, 1995 dalam Kusumastuti dkk, 

2007). Dari uraian di atas, maka dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai 

berikut:  

H4: Latar belakang pendidikan 

presiden komisaris 

berpengaruh  positif terhadap 

environmental disclosure 

 

Keterkaitan Jumlah Rapat Dewan 

Komisaris terhadap Environmental 

Disclosure 

Pengambangan hipotesis kelima 

dalam penelitian ini mengacu pada 

penelitian Xie et al. (2003) dan Brick 

dan Chidambaran (2007). Dasarnya 

yakni dilihat dari perspektif teori 

agensi, semakin banyak intensitas 

jumlah rapat yang dilakukan oleh 

dewan komisaris maka semakin banyak 

pula ruang dan kesempatan seorang 

management (agent) dan pemilik 

(principal) dalam mengkaji dan 

menganalisis apakah operasi perusahaan 

telah sesuai dengan kebijakan dan 

strategi perusahaan sehingga asimetry 

information gap dan konflik 

kepentingan (agency cost) dapat 

diminimalisir. Dari argumen tersebut di 

atas, maka dapat dikembangkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H5:  Jumlah rapat dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure.
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:   Yingju Lu dan Abeysekera Indra (2014), Lin Liao et.al (2014), Yu Cong 

dan Martin Freedman (2011), Uwuigbe et.al. (2011), Pattern (1992) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Variabel Penelitian dan Definisi 

Operasional 

Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

dan dewan komisaris yang 

direpresentasikan melalui ukuran dewan 

komisaris, proporsi komisaris 

independen, latar belakang pendidikan 

presiden komisaris, dan jumlah rapat 

dewan komisaris. Variabel dependennya 

adalah environmental disclosure. 

Definisi operasional dan pengukuran 

masing-masing variabel dijelaskan pada 

tabel 1.                  

. 

 

Tabel 1  

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Konsep  Variabel Indikator Skala 

Ukuran 

Perusahaan 

(X1) 

 

Ukuran perusahaan berdasarkan 

total aset yang dimiliki 

perusahaan. (Waryanto, 2010). 

 

log (nilai buku total asset) 

(Haniffa dan Cooke, 2005) 

Rasio 

Ukuran 

Dewan 

Komisaris 

(X2) 

Ukuran dewan komisaris dalam 

melakukan aktivitas monitoring 

dengan lebih baik 

(Akhtaruddin, et.al,  2009)  

Jumlah seluruh anggota 

dewan komisaris dalam 

suatu laporan tahunan 

perusahaan 

(Waryanto, 2010). 

Rasio 

H3 

H5 

H4 

H2 

H1 

Environmental 

Disclosure (Y) 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Ukuran Dewan Komisaris (X2) 

Proporsi Dewan Komisaris Independen (X3) 

Latar Belakang Pendidikan Presiden Dewan 

Komisaris (X4) 

Jumlah Rapat Dewan Komisaris (X5) 
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Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah 146 perusahaan manufaktur yang 

listing  di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2008-2014 (IDX, 2017). 

Berdasarkan teknik purposive sampling, 

diperoleh sampel sebanyak 26 

perusahaan manufaktur. 

Alasan mengapa peneliti memilih 

perusahaan manufaktur adalah karena 

tingkat pengelolaan lingkungan pada 

periode tersebut mengalami kenaikan 

dibandingkan dengan periode 

sebelumnya. Hal ini bisa dilihat hasil 

Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam pengelolaan 

lingkungan (PROPER) periode tahun 

2008/2009 yang menunjukkan bahwa 

sektor industri manufaktur mempunyai 

jumlah peserta PROPER terbanyak 

yaitu 220 perusahaan dari 627 

perusahaan. Pada periode penilaian ini 

terdapat 1 perusahaan sektor 

manufaktur dengan peringkat emas, 

sedangkan persentase perusahaan 

berdasarkan pada peringkat sebagai 

berikut hijau 6%, biru 34%, biru minus 

42%, merah 8%, merah minus 8% dan 

hitam 4%. Dari persentase tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dari 220 

perusahaan manufaktur yang mengikuti 

PROPER, 180 perusahaan (81, 82%) 

sudah taat dalam aspek penaatan 

pengendalian pencemaran air, udara dan 

pengelolaan limbah Berbahaya dan 

Beracun, sedangkan sisanya yaitu 40 

Proporsi  

Dewan 

Komisaris 

Independen 

(X3) 

Komisaris yang tidak berasal 

dari pihak terafiliasi yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen 

(Herwidayatmo, 2000)  

 

                      

                 
 

 

(Haniffa dan Cokke, 2005). 

Rasio 

Latar 

Belakang 

Pendidikan 

Presiden 

Komisaris 

(X4) 

Latar belakang pendidikan yang 

dimiliki oleh presiden komisaris 

yang berpengaruh terhadap 

pengetahuan yang dimiliki 

(Ahmed dan Nicholls, 1994 

dalam Akhtaruddin, 2009 ). 

Kode 1 untuk latar 

belakang pendidikan 

keuangan atau bisnis; Kode 

0 untuk latar belakang 

pendidikan lain. 

(Haniffa dan Cooke, 2005) 

Nomi

nal 

Jumlah 

Rapat 

Dewan 

Komisaris(

X5) 

Rapat yang dilakukan antara 

dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan (Yusnita, 2010) 

Jumlah rapat dalam satu 

tahun. 

(Brick dan Chidambaran, 

2007). 

 

Rasio 

Environmen

tal 

Disclosure 

(Y) 

Pengungkapan informasi yang 

berkaitan dengan lingkungan di 

dalam laporan tahunan 

perusahaan. (Fatayaningrum, 

2011). 

 

Skor pengungkapan 

lingkungan pada annual 

report dengan indeks 

GRI(Cooke, 1989) 

Rasio 
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perusahaan (18,18%) diaktegorikan 

belum taat. 

Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan 

setiap perseroan yang berkaitan dengan 

dan/atau sumber daya alam 

melaksanakan kegiatan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Selanjutnya 

berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, mewajibkan 

setiap penanam modal melaksanakan 

tanggungjawab sosial perusahaan (pasal 

15 b). Selain itu berdasarkan UU No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

mewajibkan setiap usaha dan atau 

kegiatan yang berdampak penting 

terhadap lingkungan hidup untuk 

memiliki Amdal (pasal 22 ayat 1). 

Maka, penelitian ini berargumen bahwa 

perusahaan manufaktur merupakan satu 

diantara perusahaan yang dimaksudkan 

dalam UU tersebut. Tidak semua 

anggota populasi ini akan menjadi 

obyek penelitian sehingga perlu 

dilakukan pengambilan sampel. 

Metode Analisis Data 
Uji hipotesis dilakukan dengan 

cara uji signifikansi (pengaruh nyata) 

variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y). Dalam 

penelitian ini digunakan analisis regresi 

linear berganda. Analisis regresi 

digunakan oleh peneliti apabila 

bermaksud meramalkan bagaimana 

keadaan (naik-turunnya) variabel 

dependen, dan apabila dua atau lebih 

variabel independen sebagai prediktor 

dimanipulasi atau dinaik turunkan 

nilainya. Untuk pengujian hipotesis 

yaitu dengan menggunakan analisis 

regresi berganda, berikut model regresi 

tersebut:  

EDIit= α0 + α1FSIZEit+ α2UDKOMi 

t+α3PRODKOMit+α4LBPPKit + α5 

JRPTDKit + Eit 

Keterangan Persamaan Regresi 

Berganda dijelaskan pada tabel 2 

berikut ini:

 

Tabel 2 

Persamaan Regresi Berganda dan Keterangan 

Keterangan  

EDI 

α0 

α1, α2, α3, α4, α5 

FSIZE 

UDEKOM 

PRODKOM 

LBPPK 

JRPTDK 

E 

: Environmental Disclosure Index 

: Konstanta 

: Koefisien 

: Ukuran Perusahaan 

: Ukuran Dewan Komisaris 

: Proporsi Dewan Komisaris Independen 

: Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris 

: Jumlah Rapat Dewan Komisaris 

: Standar error 

  

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil uji multikolinieritas 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

antar variabel bebas di atas 0,5 dan 

variabel FSIZE, UDKOM, JRPTDK 

signifikan sedangkan PRODKOM dan 

LBPPK tidak sigifikan. Hasil uji 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y dalam grafik scatterplot. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

antar variabel dalam model regresi. 

Hasil uji autokolerasi menunjukkan 

bahwa nilai DW pada model regresi 
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sebesar 1,481, hal ini menunjukkan 

bahwa model regresi tidak terjadi 

autokolerasi, karena nilai DW berada 

diantara -2 sampai +2. Hasil uji 

Goodness of Fit model menunjukkan 

bahwa model dinyatakan Fit 

sebagaimana dapat dilihat dari uji 

diterminasi menunjukkan nilai Adjusted 

R Square sebesar 0,135.

  

 

Tabel 3 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,398
a
 ,158 ,135 ,21961 

a. Predictors: (Constant), JRPTDK, FSIZE, PRODKOM, LBPPK, UDKOM 

b. Dependent Variable: EDI 

 

 

Tabel 4 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,078 ,099  ,790 ,430 

FSIZE ,068 ,023 ,257 2,912 ,004 

UDKOM ,006 ,009 ,062 ,693 ,489 

PRODKOM ,038 ,164 ,016 ,231 ,818 

LBPPK ,003 ,038 ,007 ,092 ,927 

JRPTDK ,014 ,004 ,285 3,986 ,000 

a. Dependent Variable: EDI 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap Environmental Disclosure 

Berdasarkan hasil pengujian 

variabel ukuran perusahaan (FSIZE) 

yang merupakan representasi dari 

struktur perusahaan dalam penelitian ini 

dapat dibuktikan berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure 

(EDI) pada β1 sebesar 0,068 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,004 ( 

0,004 < 0,05). Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa koefisisen positif 

signifikan berarti semakin besar ukuran 

perusahaan akan semakin tinggi tingkat 

pengungkapan informasi lingkungan 

dalam annual report. Dalam kerangka 

teori agensi, apabila ukuran perusahaan 

lebih besar, maka biaya keagenan yang 

dikeluarkan juga lebih besar, sehingga 

untuk mengurangi biaya keagenan 

tersebut, perusahaan akan cenderung 

mengungkapkan informasi yang lebih 
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luas. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Febrina (2011), 

Frendy (2011), Nan Sun et.al. (2010), 

dan Uwuigbe (2011), yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap environmental 

disclosure.  

 

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris 

terhadap Environmental Disclosure 

Berdasarkan hasil pengujian 

variabel ukuran dewan komisaris 

(UDKOM) terhadap tingkat 

environmental disclosure (EDI) 

diperoleh hasil bahwa nilai β2 sebesar 

0,006 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,489 berada lebih besar pada α = 0,05, 

hal ini berarti ukuran dewan komisaris 

tidak berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. 

Alasan mengapa ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap 

environmental disclosure karena 

berdasarkan ketentuan UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

diungkapkan bahwa dewan komisaris 

terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau 

lebih yang berarti satu ketua dewan 

komisaris dan satu anggota dewan 

komisaris. Apabila dibandingkan 

dengan hasil data aktual penelitian, 

maka masih ada perusahaan dalam 

sampel yang memiliki jumlah dewan 

komisaris minimal yakni 2 orang (PT. 

Jaya Pari Steel, Tbk). Oleh karenannya, 

dengan ukuran dewan komisaris yang 

minimal tersebut menyebabkan praktik 

environmental disclosure pun tidak 

maksimal. Selain itu, ditemukan nilai 

standar deviasi yang cukup tinggi 

sebesar 2,427 itu artinya ukuran dewan 

komisaris dalam hal ini dewan 

komisaris tidak  mempunyai 

kepentingan apapun terhadap 

environmental disclosure. Sehingga, 

berapapun jumlahnya dewan komisaris 

dalam suatu perusahaan tidak satupun 

dewan komisaris yang memperhatikan 

terhadap pengelolaan lingkungan. 

Artinya, dari sekian banyaknya 

perusahaan yang ada disampel, tidak 

satupun dari mereka yang 

memfokuskan diri pada environmental 

disclosure. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil uji parsial (t-test), dimana ukuran 

dewan komisaris memiliki nilai 

koefisien β yang sangat kecil sebesar 

0,006 dengan tingkat signifikansi 0,489 

(lebih besar dari 0,05).  

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Febrina et.al. (2011) 

dan Uwuigbe (2011), yang menyatakan 

bahwa ukuran dewan komisaris tidak 

mempengaruhi environmental 

disclosure. Namun, hasil penelitian ini 

tidak selaras dengan penelitian Frendy 

et.al. (2011) dan Sun et.al. (2010) yang 

menemukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara ukuran dewan 

komisaris dengan environmental 

disclosure. 

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris 

Independen terhadap Environmental 

Disclosure 

Dalam penelitian ini, proporsi 

dewan komisaris independen diukur 

dari perbandingan antara total komisaris 

independen dengan total dewan 

komisaris. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai β3 sebesar 0,038 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,818 

berada lebih besar pada α = 0,05, 

dengan demikianproporsi dewan 

komisaris independen tidak 

berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. 

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Suhardjanto dan 

Miranti (2008), Suhardjanto dan Afni 

(2009), Yusnita (2010), dan 

Fatayaningrum (2011), yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 

antara proporsi dewan komisaris 

independen dengan environmental 

disclosure. Dengan demikian, 



 

10 
 

keberadaan atau proporsi dewan 

komisaris independen tidak dapat 

mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan dikarenakan mereka tidak 

mempunyai hubungan dengan aktivitas 

atau operasi sehari-hari perusahaan 

(Hasyim dan Devi, 2007). Akan tetapi, 

hasil penelitian ini tidak selaras dengan 

penelitian Choiriyah (2010) dan 

Uwuigbe (2011) yang menyatakan 

bahwa proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh positif 

terhadap environmental disclosure. 

Alasan yang digunakan untuk 

menjelaskan hal ini adalah berdasarkan 

data aktual dari perusahaan sampel 

dimana masih ditemukan proporsi 

dewan komisaris dibawah standar 

ketentuan yang berlaku yakni 0,2 (PT. 

Polychem Indonesia). Oleh karenanya, 

dengan minimnya peran independensi 

dewan komisaris menjadikan praktik 

environmental disclosure pun menjadi 

rendah. Selain itu, alasan lain yang bisa 

mendasari hal ini karena dimungkinkan 

pemilihan dan pengangkatan komisaris 

independen kurang efektif (FCGI, 

2002). Hal ini merupakan isu atau hal 

yang penting, bahwa banyak anggota 

dewan komisaris tidak memiliki 

kemampuan, dan tidak dapat 

menunjukkan independensinya atau 

sebenarnya tidak independen (not truly 

independent), sehingga fungsi 

pengawasan tidak dapat berjalan dengan 

baik (Hasyim dan Devi, 2007). Dengan 

demikian, keberadaan atau proporsi 

dewan komisaris independen tidak 

dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan mengenai pengungkapan 

environmental disclosure. 

 

Pengaruh Latar Belakang 

Pendidikan Presiden Komisaris 

terhadap Environmental Disclosure 

Pada uji parsial (t-test) tabel 4.9 

dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai β4 sebesar 0,003  dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,927 berada 

lebih besar pada α = 0,05, sehingga latar 

belakang pendidikan presiden komisaris 

tidak berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure. 

Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian Haniffa dan Cooke 

(2005), Kusumastuti et al (2007), 

Permatasari (2009) serta Suhardjanto 

dan Miranti (2008) yang menyatakan 

bahwa latar belakang pendidikan 

presiden komisaris tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure. 

Namun, hasil penelitian ini tidak selaras 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suhardjanto dan Afni (2009), dan 

Choiriyah (2010) yang menemukan 

hasil bahwa latar belakang pendidikan 

presiden komisaris berpengaruh secara 

signifikan terhadap environmental 

disclosure. 

Adapun alasan untuk menjelaskan 

hal ini bisa dilihat dari data statistik 

yang telah diprosess dengan hasil 

prosentase 49% perusahaan sampel 

yang latar belakang pendidikan presiden 

komisarinya bisnis dan ekonomi. 

Sehingga jelas, kemampuan presiden 

dewan komisarispun kurang maksimal 

dalam peranannya guna peningkatan 

environmental disclosure. 

Kelemahannya, cakupan yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya 

mendefinisikan latar belakang 

pendidikan secara spesifik pada bisnis 

dan ekonomi (keuangan), padahal 

terdapat kemungkinan latar belakang 

pendidikan presiden komisaris sesuai 

dengan jenis usaha perusahaan yang 

dapat menunjang dan lebih diperlukan 

guna kelangsungan bisnis perusahaan. 

Selain itu, adanya kebutuhan akan soft 

skill dalam menjalankan bisnis, 

sedangkan pendidikan yang diperoleh di 

bangku sekolah merupakan pendidikan 

hard skill. Penelitian dari Harvard 

University di Amerika Serikat 

mengungkapkan, kesuksesan hanya 
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ditentukan sekitar 20% dengan hard 

skill dan sisanya 80% dengan soft skill 

(Nurudin, 2004). 

 

Pengaruh Jumlah Rapat Dewan 

Komisaris terhadap Environmental 

Disclosure 

Berdasarkan hasil pengujian 

parsial variabel jumlah rapat dewan 

komisaris (JRPTDK) terhadap 

environmental disclosure, dapat 

diketahui bahwa nilai β5 sebesar 0,014 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 

berada lebih kecil pada α = 0,05, 

dengan demikianjumlah rapat dewan 

komisaris dapat dibuktikan berpengaruh 

positif terhadap environmental 

disclosure. 

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Brick dan 

Chidambaran (2007), Mizrawati (2009) 

dan Xie et.al. (2003) dalam Waryanto 

(2010) yang menyatakan bahwa 

semakin sering dewan komisaris 

mengadakan pertemuan, maka akrual 

kelolaan perusahaan menjadi semakin 

kecil. Hal ini berarti semakin sering 

dewan komisaris mengadakan rapat, 

maka fungsi pengawasan terhadap 

manajemen akan semakin efektif. Dan 

dengan begitu maka pengungkapan 

lingkungan juga akan menjadi semakin 

luas sebagai pertanggungjawaban 

terhadap dewan komisaris.Akan tetapi, 

hasil penelitian ini menentang hasil 

penelitian Suhardjanto dan Amelia 

(2011) yang menunjukkan hasil bahwa 

jumlah rapat dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap environmental 

disclosure.  

Alasan yang tepat untuk 

menjelaskan jumlah rapat dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure karena rapat-

rapat yang dilakukan oleh dewan 

komisaris telah berjalan dengan efektif, 

dikarenakan seluruh anggota dewan 

komisaris lebih mementingkan 

kepentingan perusahaan terkait dengan 

praktik pengelolaan lingkungan 

dibandingkan kepentingan pribadi atau 

kelompoknya. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari hasil analisis data, uji asumsi 

klasik, pengujian hipotesis, serta 

interpretasi hasil, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap environmental 

disclosure dengan tingkat 

signifikansi berada di bawah 0,05 

yaitu α = 0,004. Dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan maka akan 

mempengaruhi tingkat 

environmental disclosure. Hal ini 

karena semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin besar 

pula tanggungjawabnya terhadap 

lingkungan dan tingginya 

permintaan informasi dari 

masyarakat dan pemegang saham. 

2. Ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

environmental disclosure dengan 

tingkat signifikansi berada di atas 

0,05 yaitu α = 0,489. Dapat 

disimpulkan bahwa  besar kecilnya 

ukuran dewan komisaris tidak 

mempengaruhi pengungkapan 

environmental disclosure, karena 

dewan komisaris lebih fokus 

terhadap pengelolaan financial 

perusahaan dan tidak ada satupun 

dewan komisaris yang peduli 

terhadap pengelolaan lingkungan. 

3. Proporsi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure 

dengan tingkat signifikansi berada 

di atas 0,05 yaitu α = 0,818. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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banyak anggota dewan komisaris 

tidak memiliki kemampuan, dan 

tidak dapat menunjukkan 

independensinya atau sebenarnya 

tidak independen (not truly 

independent), sehingga fungsi 

pengawasan tidak dapat berjalan 

dengan baik.  

4. Latar belakang pendidikan presiden 

komisaris tidak berpengaruh 

terhadap environmental disclosure 

dengan tingkat signifikansi berada 

di atas 0,05 yaitu α = 0,927. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

latar belakang pendidikan presiden 

komisaris sesuai dengan jenis usaha 

perusahaanlebih diperlukan dalam 

menunjang kelangsungan bisnis 

perusahaan.  

5. Jumlah rapat dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap 

environmental disclosure dengan 

tingkat signifikansi berada di 

bawah 0,05 yaitu α = 0,000. Maka, 

dapat disimpulkan bahwa rapat 

dewan komisaris sudah berjalan 

efektif dimana tidak ada dominasi 

suara dari anggota dewan komisaris 

yang mementingkan kepentingan 

pribadi dan mengesampingkan 

kepentingan perusahaan. 

 

Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Selanjutnya 

Dari hasil penyusunan penelitian 

ini, peneliti menyadari bahwa masih 

banyak keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1. Topik environmental disclosure 

yang masih jarang diteliti, 

menyebabkan peneliti merasa 

kesulitan dalam mengumpulkan 

referensi dan kajian teori yang 

mendalam;  

2. Perusahaan tersebut masih belum 

menerapkan indeks yang sesuai 

dengan kriteria penelitian dalam 

pengungkapan environmental 

disclosure, sehingga peneliti 

merasa kesulitan dalam 

menginterpretasikan laporan 

pengelolaan lingkungan yang 

dibuat oleh perusahaan;  

3. Masih jarangnya perusahaan yang 

mengungkapkan kegiatan 

pengelolaan lingkungan dalam 

annual report, walaupun 

pemerintah telah menerbitkan UU 

No. 40 Tahun 2007, sehingga 

peneliti merasa kesulitan dalam 

menentukan sampel yang akan 

diteliti; 

4. Perusahaan manufaktur dengan 

semua jenis skala produksi yang 

menjadi objek penelitian ternyata 

belum mampu mewakili 

pembuktian pengaruh dewan 

komisaris terhadap environmental 

disclosure (terbukti dari nilai data 

statistik yang diolah, masih ada 

yang belum sesuai dengan standar 

dan pedoman yang berlaku), 

sehingga peneliti mengharapkan 

pembagian jenis skala produksi 

perusahaan dan komparasi dengan 

jenis perusahaan yang lain misalnya 

perusahaan pertambangan sebagai 

objek penelitian mendatang. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dengan segala kerendahan 

hati peneliti bermaksud memberikan 

saran-saran yang dapat menjadi 

masukan bagi semua pihak, antara lain: 

1. Bagi pihak regulator: diharapkan 

untuk lebih melakukan pengawasan 

terhadap perusahaan mengenai 

kewajiban mereka menerapkan UU 

No. 40 Tahun 2007, UU No. 25 

Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 

2009 dan Pedoman KNKG (Komite 

Nasional Kebijakan Governance) 

Indonesia. Hal ini karena 

berdasarkan hasil penelitian pada 

prakteknya banyak perusahaan 
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yang belum mematuhi terkait 

standar dan pedoman yang telah 

ditetapkan. Sehingga tujuannya 

perusahaan akan semakin 

bertanggung jawab dalam kegiatan 

pengelolaan lingkungan, dan 

memberikan standar yang jelas 

dalam setiap indeks pengungkapan 

lingkungan yang dilaporkan 

tersebut. 

2. Bagi Perusahaan: diharapkan untuk 

melakukan pengungkapan 

lingkungan  yang lebih terperinci 

dengan penerapan indeks GRI 

dalam laporan pengelolaan 

lingkungannya, memperhatikan 

ukuran dewan komisaris 

perusahaan dengan ukuran diatas 

batas minimum sesuai UU No. 40 

Tahun 2007. Sehingga akan 

memudahkan para pembaca laporan 

pengelolaan lingkungan terutama 

bagi mereka yang akan melakukan 

penelitian mengenai environmental 

disclosure. 

3. Bagi penelitian selanjutnya: 

penelitian ini belum memberikan 

dasar yang kuat bagi teori agensi 

dan teori legitimasi sebagai dasar 

analisis yang menjelaskan 

environmental disclosure. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penjelasan mengenai pengungkapan 

kinerja lingkungan cenderung 

diterangkan oleh teori yang lain. 

Sehingga, analisis yang 

mengangkat ukuran perusahaan dan 

dewan komisaris sebagai variabel 

penjelas atas environmental 

disclosure seharusnya menyertakan 

variabel lain yang mampu 

menjembatani antara kerangka 

kerja teori agensi dan teori 

legitimasi dengan kerangka kerja 

teori yang menjelaskan teori secara 

langsung. 
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